
 

 

 

 

 

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  

NOMOR 2 TAHUN 2020  

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Perwakilan 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih 

proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali 

organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden 

Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban, dan sesuai surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

dengan surat Nomor B/695/M.KT.01/2020 Tahun 2020 

hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

dan Nomor B/1065/M.KT.01/2023 hal Usulan 

Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban di Daerah, perlu dilakukan perubahan pada 

lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban tentang Perubahan atas Peraturan 

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5602); 

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 

2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 255); 

3.   Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban; 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban; 

 
 

 

 

 






